WALIKOTA MAGELANG

PERATURAN WALIKOTA MAGELANG
NOMOR 43 TAHUN 2009

TENTANG

PEDOMAN PENYUSUNAN DOKUMEN AKUNTABILITAS KINERJA

Menimbang

Mengingat

INSTANSI PEMERINTAH KOTA MAGELANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MAGELANG,

bahwa Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
dikembangkan dalam rangka meningkatkan kinerja pemerintahan
yang lebih berdaya guna, berhasil guna dan bertanggung jawab;

bahwa dalam rangka penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah
diperlukan adanya Pedoman Penyusunan Dokumen Akuntabilitas
Kinerja;

bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut periu menetapkan
Peraturan Walikota tentang Pedoman Penyusunan Dokumen
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kota Magelang;

- mor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan
ngfgr?-g:;?;g KNo?a Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa
Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;

Undang-Undang Nomor g8 Tahun 1974 tentgng Pokod(;%(;l:]olf
Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan g

Undang-
n 1999 tentang Perubahan atas
823223 Nol\rlr;?rr]j? Tghu Tahun 1974 tentang Pokok-pokok

Kepegawaian,

Undang-Undang No
Negara yang Bersih

Undang-Undang Nomor
Negara; e 05 tahun 2004 tentang Sistem
Undang-Un ional;

Perencgénaan Pembangunzn:a:i]n e P
32 Ta ; .
Undang-Undang NOMO% 1., ah beberapa kali terakir 81090
Daerah sebagaimaré "%, “ranun 2008 1FENG ) ontang
Undang-Unda[\Jgdar?g Undang Nomor 32 Tahun

Kedua Atas Undaiss

mor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan
dan Bebas dari KKN;
7 tahun 2003 tentang Keuangan

Pemerintahan Daerah; 105 tahun 2000 tentang
intah  Nomor naan Daerah;
Peraturan Pem%’g‘nanggungjawaban Keuang

Pengelolaan dan



Memperhatikan :

Menetapkan

10

11

12

13

Merintah N
Pertanggungjawaban Ke:g‘lgr[;aoggihun 2000 tentang Tata Cara

Peraturan Pemerintah No
Keuangan dan Kinerja Inst

Peraturan Pemerintah
Tatacara Penyusunan, I':\’jomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan

engendalian Si
Rencana Pembangnan Daerah: dan Evaluasi Pelaksanaan

mor 8 tahun 2066 tentang Pelaporan
ansj Pemerintah ; i

Kinerja Utama;

Instruksi Presiden Nomor 5 tahun 2004 tentang Percepatan
Pemberantasan Korupsi:

Instruksi Presiden Nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)

Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor

239/1X/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan
Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah:

MEMUTUSKAN :

PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN
DOKUMEN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

KOTA MAGELANG.

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

il

| jutnya disingkat SKPD

Perangkat Daerah yang se}aqju .

S(? tLIJ:f? ﬁiriakerja gerangkat daerah di Ilngkungan pemeru.—]tah

3a¢aerah yang meliputi sekretariat daerah, sekretariat dewan, dinas
daerah, lembaga teknis daerah, kecamatan dan kelurahan.

o inari i Pemerintah (SAKIP) adalah
SjStem Akumab”g?nsbg]rzsgaSlzzt'[inssiklu& dimulai dari proses
sistem yang m isi tujuan dan sasaran yang akan dicapai,
penetapan Visi, mRénca“a Strategis, dijabarkan lebih lanjut ke
Aituangiey dalamKinerja Tahunan, kemudian dltetapkgg ga:am
dalam Reprelos Selanjutnya setelah ataupun masi b alam
Panetapdn S ivka kegiatan, perlu dilakukan pengukuran kinerja,
proses pelaksanaan Kegiae, « kan kinerja tersebut serta

: isis, melapor ; R ;
penilaian, evaluasl dan analisi rbaiki kinerja organisasi pada
u
menggunakannya
iode berikutnya. :
peri e

Rencana Strategiskuf.’:glrjlaperencanaan S
SKPD) adalah do

(lima) tahun.

ntuk mempe

rangkat Daerah (Rgnstra-
T gKPD untuk periode 5



4. Rencana Kerja Sat
uan Keri .
adalah dokumen perencasggnpse;?ggkat Daerah (Renja-SKPD)

untuk periode 1 (satu) tahun an Kerja Perangkat Daerah

strategis yang relevan. alam sejumlah indikator kinerja

6. Indikator kinerja adalah

alat ukur untuk menilai [
pembangunan secara Kuantitatif dan Kualitsti ilai keberhasilan

7. Penetapan Kinerja (PK)
yang merupakan kontrak
penerima Kinerja, yang m
dan dipertanggungjawabk

gdalah dokumen kesepakatan kinerja
kinerja antara pemberi amanah dengan
emuat target kinerja yang harus dicapai
an oleh pimpinan SKPD.

I&anran AkuntabiIitag, Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) adalah
oKumen yang berisi gambaran perwujudan akuntabilitas kinerja
yang disusun secara sistematis dan melembaga, sebagai bentuk

Iaporan_pertanggu_ngjawaban keberhasilan dan kegagalan
pencapaian target kinerja instansi pemerintah.

Pasal 2

Pedom_an Penyusunan Dokumen Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah sebagaimana tercantum pada Lampiran, merupakan satu
kesatuan yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 3

Pedoman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dipergunakan
sebagai pedoman bagi setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah.

Pasal 4
Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah

Kota Magelang.

Ditetapkan di Magelang
pada tanggal / Veyembec 2004

WALIKOTA MAGELANG

by

H. FAHRIYANTO

DiUn
padadfg\skan di Magelang
98l 7 Desember 2009.
ARIS DAERAH KOTA MAGELANG
BERITA

43
PAERAY KOTA MAGELANG TAHUN 2009 NOMOR



A.

B,

P

LAMPIRA
N :%RATURAN WALIKOTA MAGELANG
TAMOR . 42 TAHUN 2009
NGGAL : 7 Vevempge 2004

PEDOMAN PENYUSUNAN DOKUM

INSTANS| PEMERINTA EN AKUNTABILITAS KINERJA

H KOTA MAGELANG

BAB |
PENDAHULUAN

| ATAR BELAKANG

Pembukaan Undang-Undang Dasar Ne .

: gara Republik
mengisyaratkan bahwa Tujuan Negara adalah mewujudkamp masy
dan sejahtera. Pemerintah dibentuk dalam rangka mengorganisir p

sehingga pemerintah bertugas melaksanakan upaya-upaya y
kesejahteraan masyarakat.

Indonesia Tahun 1945
arakat yang adil, makmur
encapaian tujuan tersebut,
ang dapat meningkatkan

Pada dasarnya kemakmuran terus meningkat, berbagai keberhasilan telah tercapai,
namun seiring dengan itu, keinginan untuk lebih baik lagi juga terus berkembang. Tuntutan
masyarakat dalam hal ini harus disikapi oleh pemerintah dengan arif. Salah satu tuntutan
yang baik yakni pemerintah harus mampu meningkatkan kinerjanya di segala bidang, baik
yang langsung maupun yang tidak langsung berhubungan dengan masyarakat. Selanjutnya
menyampaikan laporan pertanggungjawabannya secara transparan dan akuntabel.

Berbagai macam metode dan sistem peningkatan kinerja terus dikembangkan. Melalui
akuntabilitas kinerja akan dapat dinilai kinerja instansi pemerintah dalam kaitannya dengan
upaya pencapaian tujuan baik jangka pendek (tahunan) maupun jangka panjangnya. Dengan
demikian akan tumbuh suatu kondisi dimana setiap unsur pemerintah merasakan kebutuhan
mendasar akan informasi kinerja organisasinya, karena dari sana akan diketahui peta
permasalahan dan tindakan-tindakan yang diperlukan untuk penyelesaiannya. Akuntab@luta;
merupakan suatu elemen yang sangat penting dalam menentukan apakah suatu organisasi
dapat berjalan dengan baik dan efektif. Penerapan akuntabilitas kinerja oleh jajaran
organisasi pemerintah akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap organisasi
pemerintah tersebut dalam rangka mewujudkan Good Governance.

but di atas belum sepenuhnya memasyarakat
a akuntabilitas publik hanya terbatas pada

yang hanya mencakup pertanggungjawaban
|, manfaat atau outcome yang benar-

: Konsep akuntabilitas publik seperti terse
di Indonesia. Banyak pihak mengartikan bahw
Pelaporan pertanggungjawaban keuangan saja,

anggaran saja tanpa melakukan penilaian terhadap hasi _
benar dirasajkan o?eh masyarakapt. Konsekuensinya, suatu penyelenggara pemerintah yang

telah melaporkan alokasi dana yang dig“”?kan kasnug:gat Sf,;%gn?gat aT:unl?dd:kl
pertan99Ungjawabannya terlepas apakah dgn_a yang d\g:(ma Sluang yang besar akan prakiek
terhadap kesejahteraan masyarakat. Hal ini bisa membu 2 P

PeNyimpangan penggunaan dana dan sumber daya lainnya. L Sali o
Oleh karena adanya tuntutan dari masyaraga\:’,ag}\;}:]a tztapi o e o
Masalah keuangan saja yang harus dipertanQQUnQJa bandi'ngan dari rencana kinerjanya.

; i per _
ee:;angan juga harus dipertan99ungjamabﬁaztzlelﬁgln?aat O hggunaan anggaran juga
yarakat juga menghendaki agar asl

dilaDOrkan_

MAKSUD DAN TUJUAN

erintah (SAKIP) merupakan sistem yang
Me Sistem Akuntabilitas Kinerja |

nstansi Pem i misi, tujuan dan sasaran yang
Mbentuk suaty siklus, dimulai dari proses Pefl‘etap-an \;:(a‘n lebih lanjut ke dalam Rencana
3 . :

an i a Strategis, ineria. Selanjutnya setelah
Kinerj‘;lcgr;;ahl. dltuanskan g.alamd?eetz;ir;n dalam Pene;ae;ﬁun dtl(;kul{an e mekuran Kinena,
ata unan, kemudian :

jatan
HPUn- masip dalam proses pelaks&ll'laan keg

S o inerja
%usunan Dokumen Akuntabilias Kinerj



Al luasi dan analisi :

laian, €Vva@ isis, me-rey;

pert kannya untuk memperbaiki Lo ¢ /€W dan melapo -

rnenggl:e':;"l'J dipgrhatikan adalaphert?:%kl Kinerja organisas; pasar};ae?io:énz”?-k t?rsebLét tse:::

yand plukan peninjauan dan p erbaikWa SAKIP merupakan i prosee[ u nyﬁ:d atu
ik terus berkemb ‘an terus menerys disebabk SEyangunidatip Ry ailg

ekstema”uga mbang dari masa ke ; an kondisi internal maupun

masa.
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentan

25 Tah :
undang Nomor anun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional hingga

aturan-peraturan lainnya dilihat dari kon ;
uﬁtruk mencaptal dpentget;turan (governancgfpilgxg tlggi‘l(( ad:kgr?rbteeiaa'n )éaTg mendisalz
enerapannya .erDapa oberapa perbedaan yang dikarehakan insta o asm g
berbeda .yaknl epartemen Keuangan dan Bappenas Departerlrn:zI pe{;nllnany'\a]a or
Kementerian Pendayagunaan Aparat.ur Negara dan Iainnya.' Perbedaan- nerbe?i - t egEnE
dapat cukup merepotkan para manajer publik (pimpinan SKPD) dalam rr?elak kaann erfe ;
Sehinggj’ Kor’;i'rsr:;:};?:r:u;:'Jetmbatan' dengan memadukan aturan-aturan dim;k:udeﬁl?rzi[;
n darl sal yang bersi : T 3
?r::traansi pemerintah (SAKIP) pe);iu gisel;;”sigun‘élan dengan Sistem Akuntabilitas Kinerja

an ke daerah secara terpadu a ih |
- ar lebih jelas
dan memudahkan seseorang dalam memahami dan menerapkannya secara ko%sisten. |

Secara khusus, maksud dan tujuan dari disusunnya P
4 o ; ! edoman P
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kota Magelang édalah : ]
1. Sebagai pedoman bagi SKPD dalam memahami Sistem Akuntabili inerj i
Pemerintah (SAKIP); untabilitas Kinerja Instansi
2. Sebagali pedpman bagi setiap SKPD dalam menyusun dokumen-dokumen akuntabilitas
yang meliputi Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kerja (Renja) dan Rencana Kinerja
Tahunan (RKT), Penetapan Kinerja (PK), Laporan Kinerja (LKj) dan Laporan
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP);
3. Sebagai pedoman bagi setiap SKPD dalam memahami dan membuat indikator kinerja,
melakukan pengukuran, evaluasi dan analisis capaian kinerja, agar terjadi umpan balik
bagi peningkatan kinerja SKPD dan peningkatan kinerja pemerintah pada umumnya.

g Keuangan Negara dan Undang-

C. LANDASAN HUKUM

Peraturan-peraturan yang terkait dengan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
meliputi :

1. ‘l)Jndang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang P;rubahan atas
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-poko_k Kepegawaian; _

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah S$bﬁgam;ggg
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1220534 utn ;
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun entang

Pemerintahan Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999 ten

dan Bebas dari KKN:

tang Penyelenggaraan Negara yang Bersih

2 Undang- 2 tahun 2003 tentang Keuangan Negara,

S Undang-ld:gz?]g I\:\]oon:noorr1 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan
Nasional:

6. PEI‘aturah Pemerintah Nomor 105 tahun 2000 tentang Pengelolaan dan
Perta ' an Daerah; e

7 peratags:’:%;tarﬁghﬁgi?gr 108 tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawa

8 Kepala Daerah; entang Pelaporan Keuangan dan Kinerja

Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2006 ¢
: Instansi Pemerintah: o 2008 tentang Tanapan Tatacara Penyusunan,

Peraturan Pemeri 8 tahu Daerah;
emerintah Nomor mbangunan .

0 Pengendalian dan Evaluasi Pelaksana:n R;ﬁfaﬂzg’;a Nomor PER/09/M.PAN/05/2007
- Peraturan Menteri Pendayagunaan APATEC . Lo Utama

1 tentang Pedoman Umum Penetapan l;dI:?;?JrKLT:gjara Nomor PER/19/M.PAN/11/2008
' p

Sraturan i pendayagunaan APEe nisasi Pemerintah;
i tentang pet“f;ﬁlegelaksa“ian Evaluaiz Kirf;ifllf S;ggzra Nomor PER/20/M.PAN/11/2008
; pa

er ; aan : . :
aturan Menteri Pendayaglfr': gikator Kinerja Utama; serantasan Korupsi

ten : n Pem
18, i tang Petunjuk Penyusuna L 2004 tentang percepata

wpresiden Nomor 5 ta

Pe
‘toy, o inerfja
lan Penyusunan pokumen Akuntabilias KinerJ



14. |

nstruksi Presiden Nomor 7 tahun 1ggg ¢

AKIP);

1 f(eputusan Kepala Lembaga Adminjs
" perbaikan Pedoman Penyusunan Pelap,

oran AKIP:

o, SISTEMATIKA

BAB |

BAB Il
sAB Il

BAB IV

BAB V

BAB VI

BAB VII
BAB VI

! R L
Pe
"O[" . H 'H
a : Kinery:
Ll Cnyusunan Dokumen Akll”""b’” @

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

B. Maksud dan Tujuan

C. Landasan Hukum

D. Sistematika

g:zsggli\jﬂc%(\‘ﬁLABlLlTAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
A. Rencana Strategis (Renstra)

B. Rencana Kerja (Renja) da s

2 et e Kine(rja ja) dan Rencana Kinerja Tahunan
INDIKATOR KINERJA

A. Pengertian

B. Tipe dan Jenis

C. Syarat dan Kriteria

D. Langkah-Langkah

E. Indikator Kinerja Utama

PENGUKURAN, EVALUASI DAN ANALISIS CAPAIAN KINERJA
A. Pengukuran Kinerja

B. Evaluasi dan Analisis Capaian

C. Umpan Balik

PELAPORAN

A. Laporan Kinerja (LKj)

B. LAKIP

EVALUASI EKSTERNAL

PENUTUP

(RKT)

ntang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

rasi Negara Nomor 239/IX/6/8/2003 tentang




sejak d?terbitkapnya Instruksi Presiden
Instansi Pemerintah (SAKIP) te|ah Nomor 7 Tahun 1999, Sistem Akuntabilitas

Ki“er'tj:. sistem ini mendorong akuntabilitas d?ﬁ?gﬁgihatka”, Pengaruhnya terhadap perbaikan
(’;'i?:répkannya SAKIP, instansi pemerintah i Paransi manajemen sektor publik. Dengan

orbaikan internal terlebih dahulu sebelum mend

sarnya i :
perencaﬂaan' pelaksanaan, pelaporan dan evaluas, ya terbagi kedalam beberapa fase yakni

Dalam fase Perencanaan umumnya dibagi lagi ke d

§ I
Jangka Panjang (RPJP), Perencanaan Jangka Menﬁ‘%gah (aa
pendek (RKP, tahunan). Peraturan Perundangan yang
qasional adalah Undang-Undang Nomor 25 tahun 20
pembangunan Naspnal yang antara lain mengemukakan
sinkronisasi yang t_)alk untuk lebih mengharmoniskan dan menyelaraskan pembangunan, baik
pembangunan Nasional, Pembangunan Daerah maupun Pembangunan Antapr Daera%_ :

m tiga fase yaitu Perencanaan
RPJM, lima tahunan), dan Jangka

Dalam lingkup daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
akan dijabarkan ke dalam Rencana Strategis (Renstra) SKPD dengan tetap mengacu kepada
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD). Perencanaan lima tahun tersebut
kemudian akan dijabarkan lagi kedalam Rencana Kinerja dan Rencana Kerja untuk periode satu
tahun. Dengan demikian diharapkan terdapat kesinambungan antara perencanaan nasional,
perencanaan daerah hingga perencanaan di tingkat SKPD. '

Pada fase ini SAKIP memegang peranan yang sangat penting, karena Undang-Undang
Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara telah mengamanatkan untuk
mengintegrasikan sistem akuntabilitas kinerja dengan sistem penganggaran. Peranan tersebut
diwujudkan dalam penetapan Renstra dan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) yang berisikan
indikator-indikator kinerja baik indikator kinerja keluaran (output) maupun indikator kinerja
manfaat (outcome). Dalam sistem penganggaran, usulan anggaran dalam bentuk Rencana
Keria (Renja) akan diajukan dan dibahas bersama dengan DPRD. Setelah disetujui, maka
Rencana Kinerja Tahunan/Rencana Kerja akan dirangkai dalam Rencana Kerja dan Anggaran
(RKA). Sehingga dalam hal ini nampak adanya upaya menuju anggaran berbasis kinerja.

Anggaran berbasis kinerja merupakan model penganggaran yang menghubungkan
antara biaya yang dikeluarkan dengan kegiatan serta k]ngrja (hasil-hasil) yang dlhgr;pkan_
Dalam penganggaran ini pendapatan dan belanja dibagi tidak hanya bgrdgsarkan jenisnya,
NAamun juga aktivitasnya. Sistem anggaran yang baik harus memenuhi kriteria :

;- Adanya sasaran strategis yang akan diraih; s
- Adanya pengembangan dan ketersediaan indikator kinerja,
3 Adanya keterkaitan yang jelas antara sasaran dan indikatornya;
- Tanggung jawab instansi terhadap hasil (outcome);
- Tidak kaky, jika sewaktu-waktu dilakukan revisl.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

JMbaran yang jelas tentang tuntutan pbesarnya pem

hEndak . s ai
dicapaj . ungsi pokok sesu
ebutyhg pai, tugas-tugas dan fungsi P hun tertentu. D

demikian alokasi dana yang
iqunge 1 il di masyarakat untuk suatu ta 2 kegiataer?%znpat e et dor
ben akan untuk membiayai berbagai program d

' t dicapai.
Langr'be“ar dirasakan masyarakat serta kepuasan publikpun dapat cicaP
i Per?yhdéizgéi;afkpggyisunan AquKPESS'iQUA) dan dokumen Prioritas dan Plafon Anggaran
Sem ebijakan Umu
: HEIER : an DPRD
3 g:mbahasa(” Kﬁi)dan PPAS antara Pemenntgh Daerah deng |
4 perl:)e/hapan Nota Kesepahaman KUA dan PPA
9, p SUnan RKA-SKPD o
¥ di Rap
Melakukan kompilasi RKA-SKPD mena
S Py Peroleh persetujuan bersama dengan

(APBD) harus mampu memberikan
biayaan atas berbagai sasaran yang
dengan kondisi, potensi, aspirasi dan

erda APBD untuk dibahas qan
kan dalam proses Evaluasi

m diaju
nge?nsé?iﬁ; Daerah (TAPD) dengan SKPD

3hasan RKA-SKPD oleh Tim Anggararn

kuntabilitas Kinerja

P
euo 1
Nap
P €nyusunan Dokumen A



dan pembahas

gnyusunan an rancan
7R penetapan Perda APBD barugggpgi:rzﬁgrsnkdaer
uKan

g, Proses ah (Raperda) tentang APBD
ngan dengan

Jlka Mendagri/Gubernur menyatakan

wa perda APBD tidak bertenta
kepentingan umum dan peraturan

bzrundangan yang lebih tinggi

pada fase pelaksanaan, kontrol ak :

i T an dil e

adalah melalui pelaporan baik tiap bulan, tfiWular?i;J:jguii:ira periodik. Media yang dilakukan
unan.

pada fase pelaporan/pertanggungja
ili g wab

Laporan Akuniabnlltas Kinerja Instansi Pglmerin;r;;(s

untuk peningkatan/perbaikan kinerja lebih lanjut.

&I\aé\l F?atu media akuntabilitas kinerja adalah
). Media ini Juga menjadi alat evaluasi

Pasal 9 ayat (5) Peraturan Pemer;
perlunya laporan kinerja dalam rangka anaeliréri]éagal:\lg\r:;%azi()ggr?:un 2004 telah menyatakan
bgnk_utnya. Eva_lua5| kinerja ini sangat diperlukan untuk melihat kesgs_gguswan anggaran tahun
kinerja yang diharapkan dengan kinerja nyata yang dicapai guna nggnabn y_ﬁmg S
yang tepat dalam rangka memicu tindakan yang diperlukan da erikan rekomendasi
periode berikutnya. n usul penganggaran pada

Jika siklus manajemen sektor publik ad '

; ) sek alah sebagaimana tersebut diat '
dtalatm .SIStem Akuntabmtas_ Klnerja terdapat 4 fase utama yakni : (1) per:juassanr:: kraerilzgr::
strategis, (2) perencanaan ka, 3) pengukuran kinerja, (4) pelaporan dan evaluasi kinerja

ABILITAS 3

Perencanaan

Strategis
(Renstra SKPD, RPJM)

Perencanaan

Pelaporan
Kinerja

Kinerja $ 1 A1
( LAKI P) a6 (Instumen : Indikatar Kinerja)
i " Rencana Kinerja
Tahunan (RKT)
+ RKA
Pengukuran § P

Kinerja

(lnstumen : Indikator Kinerja)

Kinerja (PK)




A.

\—/‘//// 6
Pe . .
dO] s , ia
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RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)

4 e SKPD merujuk
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Beberapa komponen penting dalam Renstra periu dijelaskan sebagai berikut :

1. Visi
Langkah awal dalam perencanaan organisasi adalah merumuskan visi.
Visi adalah suatu gambaran menantang tentang keadaan masa depan yang berisikan
cita dan citra yang ingin diwujudkan. Visi berkaitan dengan pandangan ke depan
menyangkut kemana instansi harus dibawa dan diarahkan agar dapat berkarya secara
konsisten, eksis, antisipatif, produktif dan inovatif.
Rumusan visi hendaknya :
a. mencerminkan apa yang ingin dicapai;
b. memberikan arah dan fokus yang jelas;
c. menjadi perekat dan menyatukan gagasan strategis;
d. memiliki orientasi ke depan dalam mendefinisikan dan menggerakkan sumber daya;
e. menumbuhkan komitmen;
f. menjamin kesinambungan kepemimpinan/kebijakan

2. Misi
Misi adalah penjabaran lebih lanjut dari visi. Misi harus jelas sesuai dengan tugas pokok
dan fungsi.
Rumusan misi hendaknya : b=
a. Melingkup semua pesan yang terdapat dalam visi,
b. Memberikan petunjuk terhadap tujuan yang akan dlcgpal; )
. Memberikan petunjuk terhadap sasaran yang akan dilayani;
d. Memperhitungkan masukan stakeholder.

3. Analisis Lingkungan dan Faktor Kunci Keberhasilan

i ' i melakukan analisis internal dan eksternal
o merumuslan {1 el i berupa potensi, peluang, kekuatan,
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5. dalah rum -
gasaran 4 usan lebih spesifix 4
ri tujuan 1 : an terUkur dal i
end_ek = (ta: et) ) Indikator Sasaran perly disa:‘t1 gt ol s
capaiannya getl). ertai dengan rencana tingkat
g Strategi

strategi adalah cara yang digunaka )
dijabarkan dalam kebijakan, program dann I?tjglj?a:]a mencapai tujuan dan sasaran yang

n.
- Kebijakan .
Kebijakan merupakan ketentuan-ketenty ijadi
petunjuk pelaksanaan program dan kegiati” yang dijadikan pedoman, pegangan atau

n.
e e dalah k
ogram adalah kumpulan kegiata : ;
E;sﬁ it glatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan
9. Kegiatan

Kegiatan adalah apa yang dilakukan oleh seseorang atau unit tertentu.

Beberapa kelemahan umum yang masih dj
strategis antara lain sebagai berikut :
1. Lemahnya identifikasi atas faktor-faktor internal dan eksternal, serta lemahnya

signifikansi hubungan antara isu/permasalahan dengan tujuan, sasaran dan strategi
yang dirumuskan.

2. Kurang tepatnya keterkaitan antara kebijakan, program dan kegiatan.

3. Belum adanya alat ukur (media pengukuran) untuk mengetahui sejauhmana
keberhasilan pencapaiannya atau lemahnya indikator kinerja.

jJumpai dalam dokumen perencanaan

Dalam pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 menyebutkan bahwa
Renstra SKPD ditetapkan dengan Keputusan Kepala SKPD, sedangkan dalam pasal 40 ayat
(4) menyebutkan bahwa sistematika dalam Renstra sedikitnya mencakup :

1. Pendahuluan;
2. Gambaran pelayanan SKPD; ‘
3. lIsu-isu strategis berdasarkan tugas pokok dan f_ungsu
4. Visi, misi, tujuan dan sasaran, strategi dan kebijakan;
5. Rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan

indikatif: 3
6. Indikator kinerja SKPD yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD;
7. Penutup.

Ada tiga macam matrik yang sebaiknya menjadi bagian dalam Renstra :
1. Matrik Rencana Strategis
2. Matrik Indikator Sasaran
3. Matrik Program Tahunan
Contoh matrik Rencana Strategis
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Ccontoh matrik Indikator Sasaran -
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Contoh matrik Program Tahunan :

PROGRAM TAHUNAN RENCANA STRATEGIS
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8 RENCANA KERJA (RENJA) DAN RENCANA KiNgRy

pada tahap berikutnya, setia
kan kembali dalam bentuk R
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A TAHUNAN (RKT)

Program Tahunan dalam Renstra
Renja) dan Rencana Kinerja Tahunan
rubahan perencanaan akibat adanya

P tahun Matrik
€ncana Kerja (

dituand
; an adanya pe

(RKT)

ini diperbolehk
per ehkan selama =
5 cogram dan kegiatan masih selarag dengan sasaran strategis ypaenrgl;J ?:Ii;indigglr?srﬂa::ebuakan,
erbedaan antara Renja da ; '
: RENJA : N RKT diantaranya adalah :
o kan dikerjakan — RKT
Meliputi apa yang a ] Meliputi apa yan —
: £ g akan dihasilkan
Disusun dalam rangka penyusunan RKPD Disusun sebagai konsep Penetapan Kinerja
dan tindak lanjut pelaksanaannya (PK). P P ]

RK digunakan sebagai dasar pengukuran
Kinerja.

Dinimpun oleh Bappeda Dihimpun oleh Bagi isasi
e gian Organisasi
Berfokus pada input dan output Berfokus  pada  outcome  (bermakna

peningkatan atau menyikapi permasalahan).

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 menyebutkan bahwa Rancangan
Renja SKPD dibahas dalam forum SKPD yang diselenggarakayn bersama antar pemangg;ku
kepentingan (stakeholder) untuk menentukan prioritas kegiatan pembangunan. Renja SKPD
ditetapkan dengan Keputusan Kepala SKPD, dengan sistematika sedikitnya mencakup
1. Pendahuluan;

2. Evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu;

3. Tujuan, sasaran, program dan kegiatan;

4. Indikator kinerja dan kelompok sasaran yang menggambarkan pencapaian Renstra
SKPD;

Dana indikatif beserta sumbernya serta prakiraan maju berdasarkan pagu indikatif;
Sumber dana yang dibutuhkan;

Penutup.

Contoh matrik Renja SKPD :

RENCANA KERJA (Nama SKPD)
TAHUN ANGGARAN .............

== 2oy

Urusan

Pemerintahan
Organisasi LR
Prioritas | Urusan/ | Sasaran | Sasaran

Pagu Indikatif Sum-

No | Pemba- | Program/ | Progra Kegiata | Tahun | Tahun Tahun | ber | Lokasi
ngunan | Kegiatan m n lalu ini | depan | Dana
I PR P e Y R e 6 il 8 9 10
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Indikator Kinerja Strategis ¥and gimaksud adalan 7
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contoh matrik RKT :

RENCANA KINER
J
(Nama Instang) o :UTNAHUNAN (RKT)

Mi5| .........................
1 Sasaant
- Tar | —— Kegiatan
. Indikator
NO | Uraian e et | Program ; Ke
Kineria g . Indikator

B (o) Uraian Kinerja |S2tuan Target | t

ar ' 6 77} 8 g |10
Masukan

Jumiah dana Rp.

Keluaran

.................... buah/
unit dlf

Hasil

Manfaat

Dampak

Setelah usulan anggaran tersebut disetujui oleh DPRD maka RKT/Renja berikut
Anggaran akan dirangkai dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA).

C. PENETAPAN KINERJA

Idealnya, RKT diajukan kepada para pemberi amanat untuk kemudian para pihak
mengikat suatu kesepakatan terhadap rencana kinerja yang telah disusun. Kesepakatan
yang demikian dikenal sebagai suatu Penetapan Kinerja (PK).

Dokumen Penetapan Kinerja merupakan suatu komitmen antara pemberi amanah dan
Pénerima amanah sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2005.

Penetapan kinerja yang pada hakekatnya adalah kontrak kinerja atau kesepakatan

Kinerja merupakan instrumen dasar agar para pimpinan instansi memiliki cajrah dlr:m t-tijuan
yang jelas dan terukur dalam melaksanakan program-programnyz. _Dteng:tnka;n:Pza a?wm'arﬂig
N maka setiap pimpinan lembaga pemerintah sudah mengetanul :{)?(an kine{rja{/an% ol
dicapai oleh unit kerjanya masing-masing serta mempertanggungja

d'rencaln::lkannya sendiri pada akhir periode anggaran.

Contoh Matrik PK :
DENETAPAN KINERJA TAHUN .o

(Nama SKPD)
= ikator Kinerja Anggaran
mmmama Indikator lndikato; ljtne”a Indloaurcome : (Rp)
dan Kegiatan Sasaran : ?u Target Uf‘f‘f?“ — Targetqi_” CHTY
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contoh PK:

ot BN

PENETAPAN KINERJA TAHUN
(Nama SKPD)
Dalam rangka mewujudkan manaje

: : SMen pemerintahan yang efektif, transparan,
akunt,abel e be(ﬁ;;r:agkggpada hasil, bersama ini kami sa?npaikan Penetapan
Kinela St it ) yang merupakan ihtisar rencana kinerja yang akan
dicapai pada tahunis.-= " sebagaimana terlampir.

Rencana kinerja yang telah ditetapkan inj merupakan tolok ukur keberhasilan

organisasi dan menjadi dasar penilaian dalam evaluasi akuntabilitas kinerja pada akhir
tahun anggaran ...............

Menyetujui
WALIKOTA MAGELANG

Magelang. .-t i e s s s
KEPALA SKPD

..................................
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INDIKATOR KINERJA

A pENGERTIAN
Seba}gaimana disebutkan dalam ‘Bab |

erja i - .
secara terbuka kepada masyarakat apa ya!ng ttlgggl' Pemerintah harus dapat menjelaskan

- : h, sedang dan akan dilak '
ra proporsional mempertanggungjaw SR akan dilakukan kemudian
3‘;’::1 A bpangsa ini. gjawabkan kinerjanya kepada rakyat selaku stakeholder

Nﬁmsurcli aﬁe}r(?:wziiai?:r;nyz _gdalahl bagaimana melihat dan mengukur transparansi,
akuntabilita =l ] T enairi. _Sehlngga diperlukan ukuran-ukuran kinerja yang akan
digunakan uniuk mengetanul capaian kinerja dari setiap organisasi serta bagaimana

masyarakat dapat mengetahui komitmen yan
pemerintahantersebut. yang dimiliki olen para penyelenggara

lndikator‘ kinerja adalgh ukuran kuantitatif dan atay kualitatif yang menggambarkan
tingkat pencapaian suatu kegiatan, sasaran atau tujuan yang ditetapkan oleh organisasi.

Beberapa waktu lalu, ada beberapa SKPD yang melakukan perencanaan dan
pengukuran Kinerja be_rsamaan pada saat menyusun LAKIP. Perumusan indikator kinerjapun
dilakukan pada saat instansi menyusun LAKIP berdasarkan kegiatan yang dilaksanakan.
Akibatnya, rencana atau target kinerja umumnya juga baru dilakukan pada saat LAKIP
disusun bersamaan dengan pengukuran kinerja sesungguhnya. Kondisi semacam ini pada
gilirannya mengakibatkan hal-hal sebagai berikut :

1. Indikator kinerja kegiatan ataupun program seringkali tidak memiliki relevansi yang tepat
dengan tujuan dan sasaran yang ditetapkan, sehingga ukuran pencapaian sasaran yang
ditetapkan dalam renstra sulit diukur. Lebih jauh lagi keberhasilan atau kegagalan
pelaksanaan misi dan visi organisasi juga menjadi sulit diukur.

2. Terjadinya rekayasa target atau rencana kinerja untuk mendapat hasil capaian kinerja
tertentu.

3. Tidak tertibnya sistem akuntabilitas kinerja, dengan beberapa indikasi :
a. Perumusan tujuan (goal) tidak jelas; . _
b. Sasaran strategis kurang spesifik, kurang jelas, dan kurang terukur;
¢. Ukuran keberhasilan organisasi tidak jelas; _ : it
d. Belum berani menetapkan target-target kinerja sebagai bentuk komitmen organisasi

bagi pencapaian kinerja yang optimal; ) 3
e. Belum memiliki sistem pengumpulan data kinerja.

B.TIPE DAN JENIS

Pengga tingkat pencapaian $ : : = ot

ditetapkan gihn;?ga;?sas'?gapat Fc}iilakukan dengan dua tipe yakni kuantlt:tllf ata; kl:a:tst.I |

i ' m bentuk kalima

i :ndikator kinerjalkualitaifics sl indik'at;kr }gn:tjﬁi&ngeﬂﬂgﬂéT:gikgjr kinerja kualitatif

Riba itatif dan menunjukkan € = itatif dan ini biasanya

ini gapi??e?jgzlijrjitgasnj;;f tr:enyatakan indikator kingrjalsegartae rﬁgigt't;e;uasan penggur):a
timby| pada saat menetapkan indikator tyjuan, misalnya,

uatu kegiatan, sasaran atau tujuan yang

lasa,
~onton indikator kinerja kualitatif;’///m__
B ne Indikat Senjelasan Indikator Bt rj el
ERSN 0/" kualitasnya dilina
si laut yang b
Tingkat kualitas angkutan laut ;lj";_ lua:tc?a e jangkau,—,t;:ﬂda:d:gsl.;eru |q %
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per
ndikator kinerja _kuantitatif absolut E i _
;ngka absolut, misalnya : adalah indikator Kinerja yang dinyatakan dengan

— Nama Indikator

P ~ - -
AL . enjelasan Indikator Kinerja
ODRE :::;odudeog'uestik Regional Brutp
8K5U0 dari indikator i éd lzh tu
:’g:‘abetg gambaran menganai ge;dag;l;rl:
- - 1l
e iy tahunsuatu deersh secara bruto dalam

Engka Harapan Hidup Perkiraan rata-rata lamanya hidup sejak Izhir

Yang akan dicapai penduduk (tahun

Maksud_ dari  indikator img ada)lah untuk
| memberi gambaran mengenai perkirgan rata-
rata lama hidup yang dapat dicapai pada
sexelompok penduduk. Angka ni
memperlihatkan  keadaan dan  sistem
pelayanan  keschatan yang ada di sustu
nNEgara atau daerah karena merupakan bentuk
akhir dari hasil upaya peningkatan kes=hatan
secara keseluruhan,

Indikator kinerja kuantitatif persentase adalah indikator kinerja yang dinyatakan dengan
menunjukkan persentase suatu porsi tertentu, misalnya :

Nama Indikator Penjelasan Indikator Kinerja
Laju Pertumbuhan laju pertumbuhan  produktvitas  sextor
Produktivitas Sektor pertanian (%)
Pertanian Maksud dari indikator ini adalsh untuk

memberi gambaran mengenai pertum-buhan
preduktivitas suatu daerah di bidang pertanian
dalam satu tahun.

Indikator kinerja kuantitatif rasio adalah adalah indikator kinerja yang dinyatakan dengan
menunjukkan rasio perbandingan antara sesuatu dengan yang lain, misalnya:

—

; Nama Indikator Penjelasan Indikator Kinerja

| Tingkat Meiek Hurd Rasio jumiah penduduk melek huruf dengan
jumlah penduduk. I
ini ' kualitas
ikator ini menggambaﬂ@n_tmgkat kualitas
II-chci’:j? manusia, semakin kedl tingkat _mglek,
huruf, semakin rendah tingkat pertd:»dq\'ar—.
pendxljduk dan semakin rendsh kualitas

R hidupnya. __———— :
ah indikator kinerja yang dinyatakan dengan

Indikator kinerja kuantitaif indeks adal

Menunjuk indeks, misalnya: SineT
- ikator Kin
: =njelasan Indika
Nama Indikator Ren) i adalah untuk

: 7 indikatot o T
Indeks Kemiskinan Manusia- MZﬁqsgsri da;an:bauan mengenai  tinghat

m = aerah.
ekinan di suatU daer
kemiskina adalah ketidakselarasan

ini  timbul ; .
selama urlgan indikator kinerja yang tidak tepat.

akan indikator kinerja pada
n keberhasilan pencapaian
lihat pada beberapa tahun

Salah satu permasalahan Yyand
lah pengd
anaan, salah satu penyebabnya ada ya menggun

: . : baikn J
tin Indikator kinerja instansi pemer "'!tah 2 apat menunjukka
O, CUtcome, artinya suatu organisas! harus an baru dapat di
e Namun demikian, outcomeé kemungkin
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nudian, sehingga hubungan 4
seswqggurlnya pada tahun yang akan datang

harus ain
dikator kiner nya. Bentuk
kesamaan in Ja pada sasara eselarasan terseb
atau dapat saling memberikan kOntrlbus? g’tzgliﬁrlntah Daerah dan unit kZ:J;:aeti;nbi::Jza

Asli
Pgnldip?r;[g?kal?grersi:)egl:udpug tingkat Pemerintan Dalkam pada tingkat satuan kerja (Dinas
adaian ' S (di berbagai satuan keri '
pariye Gl ket g (ke o B eTEean ks
klnerrJah dari sektor pariwiég tat aemeiieh Baeran misalnya Sl o
daga berbagai satuan kefaa, Ind;ka.tor.tersebut akan dipenuhipoig;]n?kc?:(an e
i mosi, brosur kalenderJ  oeberil Dinas Pariwisata (A) dengan n(;_kator e
prollis> ki i S f wisata, dan atraksi wisata Dinas ng e e e 0 T
indikator Xin rja jumiah jalan yang dibangun dan éipelihar derjaan lelgh =2
indikator kinerja jumlah tata ruang obyek wisata yang disusun daén |:ir:1 sBeir;%eqa (C) dengan
ainya.

Pada tingkat kegiatan, indikator kineri ' i
S nerja kegiatan dibedakan menurut jenisnya sebagai

1. Indikator Masukan (input) : Segala sesuatu yang dibutuhkan agar pelaksanaan kegiatan

dapat berjalan untuk menghasilkan kelu . _
A anuiundandan: da e E T aran (dana, SDM, informasi, kebijakan/peraturan

2. Indikator Proses (process) : Se
: Segala bentuk :
mengolah masukan menjadi keluaran. upaya yang dilakukan dalam rangka

3. Indikator Keluaran (output): Sesuatu i i
. : yang diharapkan langsung dicapai/dihasi [
suatu kegiatan yang dapat berupa fisik dan/atau non fisik. o e 4

4. Irlldlkator-Hasil (outcome) : Gambaran mengenai hasil aktual dari barang/jasa yang
dlproduks_l oleh suatu organisasi, dengan kata lain adalag segala sesuatu yang
mencerminkan berfungsinya keluaran kegiatan pada jangka menenganh.

Indikator outcome sebaiknya “controllable” bagi organisasi, outcome yang melibatkan
banyak pihak ataupun dipengaruhi secara signifikan oleh faktor lain sebaiknya diukur

sebagai manfaat atau dampak.
S. Lndilkator Manfaat (benefit) : Sesuatu yang terkait dengan tujuan akhir dari pelaksanaan
egiatan. :

6. Indikator Dampak (impact) : Pengaruh yang diti
Pada setiap tingkatan indikator berdasarkan asumsi y

T

mbulkan baik positif maupun negatif
ang telah ditetapkan.

e i ! T
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PENYULUHAN
LINGKUNGAN SEHAT
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SANA YANG DIBUTUHKAN [ DANA YANG DIBUTUHKAN 5]
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Jg#&'{\‘ﬁ?&ﬁ%ﬁﬁssm% MENDAPAT PENYULUHAN |

ITAS
NINGKATAN KUAL
PN ENGOBATA

SEMBUHAN PASIEN

TINGKATKE

(0]
§ :
2

TKESEHATAN

N
TIN A SYARAKAT

. wioria

g
PENINGKATAN KESADARAN
MASYARAKAT THD KESEHATAN
LINGKUNGAN
[ e
MASYARAKAT MEM ELIHARA |
KESEHATAN LINGKUNGANNYA
Pl iaenas 2o

KUALITAS KESEHATAN ]
LINGKUNGAN
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contoh Indikator Kinerja Bidan

Jenis Indikator
dan Klasifikasi
T .

Kewenan an Pendidikan -

No
. Al
—— dRalorKinea T
INPUT - Tipe Satuan | rangan
el Kuantitas Input Jumlah tenaga
N3 yang melakukan | Kuantitati
pembimbingan dan uantitatif | orang
= ] Jumlah tenaga pemben rasan
e _ gedun angunan Kuantitatif | orang
5 | Kualitas Input Rasio anggaran =
S Bfosertas e 3 :nilldl?an __ | Rasio =
3 | Kehematan Jumlah biaya kegjata atih ahli | Prosentase | %
| penggunaan input J Kuantitatif | Rp
"PROSES : s
1| Frekuensi Jumlah kegi :
L ] giatan diklat Kuantitatif | Kali
B S eTEata adwal Pumiah hari kegiatan Kuantitatif | Hari
etaatan jadwa rosent i an
E WAkt ase kegiatan yang tepat | Prosentase | %
3 | Ketaatan terhadap
ketentuan/standar
OUTPUT :
antitas Output ;
1| Ku P Jumlah peserta diklat Kuantitatif | orang
‘ Jumlah bangunan yang direhab | Kuantitatif | Buah
2 | Kualitas Output Peserta dengan nilai baik Prosentase | %
0 S!.') yang sesuai standar Prosentase | %
3 | Efisiensi g!aya dlklalt) per orang Rata-rata | Rp/org
laya pembangunan per unit Rata-rata Rp/bh
OUTCOME :
1 | Peningkatan Prosentase pendidik Kuantitatif | %
pasca kegiatan berkualifikasi
. Angka partisipasi Kuantitatif | Rasio
2 | Perbaikan proses | Permohonan akreditasi yang Kuantitatif | %
dapat diselesaikan tepat waktu
Jumlah SD yang mempunyai Kuantitatif | %
laboratorium
3 | Peningkatan Rata-rata lama proses akreditasi | Rata-rata Hr/ijin
efisiensi
4 | Peningkatan Kepuasan masyarakat Prosentase | %
____| kualitas

- SYARAT DAN KRITERIA

gi Sebagai alat ukur, indikator kinerja yang bai

lantaranya yang terkenal adalah SMART :

I. Specific (Spesifik) : jelas sesuai dengan Pro
d'fahami dalam memberikan informasi yang tepa
kegiatan dan atau sasaran, terfokus/tidak bias s€
yang berbeda-beda; _

- Measurap/e (Dapat diukur) dapat c_iilfuantmkasu.

dimungkinkan dapat dianalisis secara statistik;

Attainap| i e mbarkan hasil

nable (Dapat dicapai) : menggd

terkait dengan kpetersediaan data, baik data awal mau

Realistic/Re,evan + langsung berkaitan dengan yand
®Mampuan/keterbatasan organisash

S tuasi on
ety (tepat waktu) : sesuai dengan situasi dan K

ori-teori P
m te pjekif, Cukup, Kua

Sebagai referensi, dala
Yang baik, yakni Langsund, O
n), Praktis dan Dapat diyakin!

Kinerjq
Mungki

gram at ‘
t tentang hasil ata

k memiliki beberapa prasyarat,

au kegiatan, sehingga mudah
u capaian kinerja dari
hingga tidak menimbulkan interpretasi

dihitung, dibandingkan serta

disi saat yand diinginkan.

nelitian terdapat peberapa Krit

atau sesuatu yang diinginkan, hal ini
pun akhir, target maupun realisasi;

diukur, 1azim, mempertimbangkan

eria indikator
ntitatif (jika mungkin), Terinci (jika
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1% LPGH..

- Kuantitatif, (jika mungkin). Meskipu

- Terinci (jika mungkin). I'\/Ierincilmemilasi lainnya biasanya Pe

perarti selizara c{:zr:a}:?skakan memberikanlgZ?azgggnaSéﬂrllzhl :;zrzgig:( pegawai terlatih, tidak
Jika tidak memungkinkan untuk menggL}J(nakan pengukuran langéung, satu atau lebih
M salah sepanjang bisa memenuni ﬁmagns-ir\]l;;nla(\jhllndikator yang lebih dari satu bukan
: T : NI fungs alam memberikan inf i untuk
perbaikan kinerja. Jadi banyak sedikitnya indikator kinerja memang ter aé?u?wrmlfst')utu rrlwgn
manajemen. g terg g Kebutu

Misalny?, npiii sug;un W|ll<ayah desa _Salngat sulit untuk mengukur tingkat pendapatan
secara lang Qt ”gu uran seperti “Persentase keluarga di desa yang rumahnya
berlantey semer‘l- a ?(U bersentase kelgarga di desa yang memiliki radio, atau televisi, atau
sepeda’, mungkin a ;_n erguna meskipun merupakan pengukuran pengganti yang sangat
kasari ;t;isr?rli]:ilkyjig% néi?:;l?ka?j adalahkbahwa apabila suatu keluarga memiliki pendapatan
yang le . an aengan keluarga lain, merek i

! eperti yang disebutkan di atas, g a akan membeli barang tertentu
Apabila terdapat bu§<t| yang mgyakinkan dan memadai (misalnya, didasarkan pada riset
atau pengalaman di tempat lain), maka indikator pengganti dapat merupakan indikator
yang memadai, meskipun tidak seakurat pengukuran langsung.

. Obyektif. Indikator yang obyektif tidak memiliki ambiguitas mengenai apa yang akan

diukur. Jadi terdapat suatu kesepakatan umum tentang interpretasi terhadap hasil, yaitu
indikator tersebut hanya mempunyai satu dimensi dan tepat secara operasional.
Mempunyai satu dimensi artinya bahwa indikator hanya mengukur satu fenomena setiap
saat. Hindari untuk menggabungkan terlalu banyak fenomena dalam satu indikator. Tepat
secara operasional artinya tidak ada ambiguitas atas data apa yang akan dikumpulkan
untuk suatu indikator.

Misalnya, “Jumlah perusahaan yang berhasil” adalah masih argumentatif, tetapi “Jumlah
perusahaan yang mendapatkan peningkatan pendapatan sebesar minimal 5%" adalah
sesuatu yang tepat secara operasional,

. Cukup. Sebagai suatu kelompok, indikator kinerja dan indikator-indikator pendukungnya

seharusnya secara cukup mampu mengukur hasil. “Berapa indikator kinerja yang ha_rus
digunakan untuk mengukur suatu hasil?" Jawabannya tergantung pada: a) kompleksntas
hasil yang akan diukur, b) sumberdaya yang tersedia untuk memonitor k}nerja,kd:;n ﬁ)
Jumlah informasi yang diperlukan untuk membuat keputusan yang meénictj_al. Lintg d'ka?_
hasil yang langsung dan mempunyai pengukuran yang benar dan te‘i l:i I Sakutima[d;:r:
saja sudah cukup. Misalnya, apabila hasil yang ditentukan U”t‘; disI?Sr?; aer s
‘Peningkatan ekspor tradisional”, indikator “Nilai dolar dari ekspor tra P

i indi ia ternyata tidak cukup atau apabila ada
ol cukup, Apebile Seneplies kLl gerapa sudut (triangulation), maka

manfaat yang dihasilkan dari pengukuran terhadap be e e Sopel e
dua atau lebih indikator mungkin diperlukan. Namun terlalu tergedia e
dihindari, Diperlukan keseimbangan antara sumberdaya Jr?tﬁ?( membuat keputusan yang

kinerja dan jumlah informasi yang diperiukan Magaisy \

me . . .
Madai. antitatif belum tentu lebih obyektif dari

n indikator ku !
i katan atas data mengenal
el itati kanya memqngklnkan Nt endukung angka,
has”aé(;; kﬁ?ifﬁiaﬁiﬁﬁaél”ufﬁ.g Sedangkan ‘Ei[lf.?é‘i& ;ﬂ_a“f daeail g ang
Persentase dan informasi yang menghldupkan_ o gkt masyarakat dari seq
ihastiFie nting dari sudut pandang
n kegiatan sering memerlukan
dan mempengaruhi kelompok
membantu menelusuri apakah
faatan melibatkan kelompok
indikator kinerja harus

Jenis kelamin, umur, lokasi, atau dimen <
Manajer, Pengalaman menunjukkan peng:rr:;bzr;?beda
Pendekatan yang berbeda untuk kelompok Y oy terind
€rsebyt dengan cara yang berbeda. gta ky an keman
®lompok tertentu berpartisipasi a1@! e  dalah baik bahwa
tersepyt dalam kegiatan. Oleh karend itu, @
Sensitif terhadap perbedaan tersebut.
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| ANGKAH-LANGKAH

1ahap Zﬁ]glus:r;?gn::r;dr:g:—]or t;ngfggnberg;'ag‘fpgku;j Siklus Akuntabilitas Kinerja. Pada
: i : lasanya indikat di
asumSI/PerEir:gra,ggiiinkézf;% rlasclih Sangat dangkal. Dalam praktik alatauctt:rur kli?ll::rij; aﬂgggjg
i ;:ﬁ; palirjmg mudah genggi:gamkanlah slat ukur terbaik, akan tetapi sering kali alat
Kur a, sehi !
;enggunaan alat ukur yang menyesatkans.( INgga terdapat peluang atau kemungkinan

Memahami visi, misi, hingga tujuan dan sa

P X saran st i
untuk dapat membuat indikator kinerja Ere e rategis merupakan modal awal

Ada dua bagian indikator menurut periode penyusunannya :

(EIndikaror Kinerjasasarang.ydisustnidan tertuang dalam dokumen Renstra. Indikator ini

kemudian diturunkan kedalam sasaran-sasaran tahunan. van lani ks
bakal adanya Indikator Kinerja Utama, , Yang selanjutnya menjadi cikal

. 2. Indikator Kinerja Kegiatan : adalah indikator kinerja masing-masing kegiatan sebagaimana
’ ditetapkan dalam dokumen Penetapan Kinerja.

Indikator kinerja sebaiknya selalu di-review tidak hanya terhadap capaian indikator
kinerja saja, tetapi juga terhadap indikatornya sendiri yakni terhadap keandalan alat ukurnya
sendiri (nomenklatur/statement yang dituangkan). Harapannya adalah ketika indikator telah
ditetapkan dalam format Penetapan Kinerja, indikator tersebut sudah merupakan alat ukur
yang tepat.

E. INDIKATOR KINERJA UTAMA

Point-point penting dalam Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur
Negara Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di
Lingkungan Instansi Pemerintah adalah sebagai berikut :

1. Pengertian
Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran
strategis organisasi (Pasal 1).

2. Pemilihan, Pengembangan dan Penetapan IKU

a. Walikota wajib menetapkan IKU untuk Pemerintah Kota dan SKPD serta unit kerja

; [ 5).
mandiri sekurang-kurangnya adalah indikator keluaran (output) (Pasa )

: Pasal 6) :

¢. Pemilihan dan penetapan IKU harus mempemmbansgtl::tr;éis lainn))/a:

1) RPJM, Renstra, Kebijakan Umum dan dOkrltT egran lainnya;

2) Bidang kewenangan, tugas dan fungsl, S€ paraan akuntabilitas kinerja;

3) Kebutuhan informasi kinerja UnFUtk E?nyelengg

4) Kebutuhan data statistik pemerintat Iptek.

. : erkembangan P
5) Kelaziman pada bidang tertent dan p (epentingan (stakeholder) (pasl

: angku
: _f;’emilihan dan penetapan IKU melibatkan pemand
) ; : . yang bersangkutan dengan
- Pengaturan lebih lanjut ditetapkan oleh pimpinan instansi yang

A 9 ]
berpedoman pada peraturan mentert (Pasal 9) . pendayagunaan Aparatur
H oeraturan Menteri NEBEC i eria Utama (IKU) pada
al senada tertuang daiam cbutkan bahwa Oleh karena IKU pada

S me.
Set?aara Nomor 20 Tahun 2008 yand me?gdikator output dan outco " nggunakan  indikator

Unit P tingkatan unit organisasi meliputi KPD sekuram.kurangnya
Organisasi setingkat eselon ! e

'3 \Pedn..,  griaprid



sjuaran (output), maka untuk meli

: ihat hy
oerlu dilakukan evaluasi dan analisis, bungannya dengan outcome yang akan datang

:ebagaimana telah ditetapkan dalam rencana str Mencapai tujuan pelayanan kepada publik

Kerangka Kkerja penyusunan |KU dimulai dari identifikasi
: _ arl identifikasi dan j
indikator pada _daftar awal yang diusulkan sampai pada penilaie?r(xe n%:?;i:ilan :ejﬂrr?;anh
penetapan resmi dan pengorganisasian Penerapannya. ' e

Dalam penilaian kinerja, seringkali terdapat perbedaan persepsi antara pihak “dalam”

dan pihak “luar” organisasi. Untuk mempersempit kesenjangan tersebut. di y

, diperlukan pelibatan
para.stakeholder.untuk mendapatkan kesepakatan kinerja yang diharapkan. Pihpak—pihak
terkait tersebut diantaranya adalah DPRD, Sekretariat Daerah, Bappeda, Dinas/Lembaga
Teknis terkait dan kelompok masyarakat tertentu. '

| Proses Penetapan IKU di tingkat Pemerintah Kota dilakukan oleh Tim yang terdiri dari
| unsur Bappeda, Inspektorat, Sekretariat Daerah dan unit lainnya yang dapat membantu
proses ini. Indikator yang dipilih merupakan :
- Indikator gabungan (komposit);
Indikator-indikator yang merupakan outcome ;
Hasil program dan kegiatan utama pelayanan masyarakat;
Indikator makro;
Sebagian indikator fisik (fasilitas umum dan infrastruktur).

Penetapan IKU di tingkat SKPD dapat dilakukan bersamaan dengan penetapan
Renstra SKPD, namun tidak tertutup kemungkinan dilakukan penetapan tersendiri. Dalam
Keputusan ini sebaiknya juga dimuat beberapa hal, antara lain :

- Kewajiban menggunakan IKU sebagai ukuran keberhasilan;
Kewajiban menggunakan IKU dalam perencanaan tahunan, penganggaran, pengukuran

dan pelaporan serta dalam pemberian ganjaran dan sankst;
Pelaksanaan reviu dan evaluasi pelaksanaan IKU.

\ Contoh Matrik IKU : Lampiran Keputusan ........
J Nomor :

Tanggal :
INDIKATOR KINERJA UTAMA ....(nama SKPD)
TUGAS DAN FUNGSI : ........oocoreren
e 0 o ioneunagonoon : — = | Penanggungd Sumber | Keterangan
No Sasaran Renstra Indikator Kinerja Jawab Data
el Utema
== | L//,L‘___——’—_
T q merupakan kumpulan (copy

- ara nk (
i bahwa 'ndlkatorrzaikan xumpulan indikator kegiatan.

am yand juga mein d?kator sasaran yang dituju.

Paste Banyak pemahaman saat In
engkristalkan

Pe ) dari indikator outcome progr
aNaman inj pada dasarnya belum M
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No |

/
1

Contoh IKU :
— Bidang
pendidikan

Angka melek hyrgr inerja Utama

Reff

L\\hlai Rata-rata M)
Ngka Lulusan (AL)
znglga Mengulang Sekolah (AU)
Ang a Putus Sekolah (APS)
Angka Rataj-rata Lama Sekolah
ngka Partisipas;i (APK/APM)

Rasio Ketersedia
: ans
Rasio Siswa ekolah

Rasio Kelas

Kesehatan

Prosentase Fasilitas, d|

Diknas
PP 6 /2008
MDG

Usia Harapan Hidup

Angka Harapan Hidup
Alokasi anggaran perkapita
Angka Prevalensi Penyakit
Angka Kematian

Angka Kelahiran

Angka Kesembuhan
Prosentase Gizi Buruk
Proporsi penanganan

Rasio Dokter, Paramedis, dli
Rasio Posyandu, Puskesmas, dll
Prosentase rumah sehat
Prosentase Jamkesmas
Kepuasan Masyarakat, dll

Depkes
PP 6 /2008
MDG

S|

|

Kependudukan dan
Tenaga Kerja

Laju pertumbuhan penduduk

Angka Kepadatan penduduk

Jumlah Akseptor KB

Prosentase penggunaan alat kontrasepsi
Prosentase Keluarga Prasejahtera
Angka Partisipasi Angkatan Kerja

Angka Pengangguran

Angka ketergantungan

Prospek kesempatan kerja

Jumlah permintaan tenaga kerja

Rasio tenaga trampil/terdidik

Angka sengketa, dll

Departemen
PP 6 /2008
MDG

Pemuda dan Olahraga

Jumlah kegiatan olahraga r_nassal
Jumlah kegiatan/organisasl pemuda

Laju Prestasi
Rasio sarana olah raga

DIl

Pertanian

Koperasi, Perdagangan
dan Industri

Luas lahan . _
Jumlah Produksi/komoditas
Volume panen

ilai ekspor A '
Eaju pertumbuhan/PDRB Pertanian

Pendapatan perkapita petani
han

Prosentase kebutu _

Kualitas/kuantitas tenaga terlatih

Nilai investasi robllsmsl],c d
Prosentasé koperas! akti
Jumlah UKM/perusahaan
Volume perdagangan

Total omzet "
Volume pameran dan promo

Jumlah jenis produk

ilai ekspor
ggtensi/Produk Unggulan

% Aliran baran jasa, d! Zi
= e e

_______




1

10 |

= erdayalalamdan |

ingkungan hidup

Kesejahteraan sosial

Jumlah kasys Pelanggaran

Rasio tebang pilih, dIl
Angka kemiski

nan
Pertumbuhan PDRB
Laju inflasi

Indeks Gini
Indeks Pembangunan Manusia

Prosentase P€nampungan sosial
Rasio PMKS. d]|

embiayaan
FF’)embangunan Daerah

Jumlah/macam Pajak/retribusi daerah
Rasio PAD

Rasio wajib Pajak dan jumlah penduduk
Potensi penerimaan daerah

Tata pemerintahan

Rata-rata capaian kinerja SKPD, dll

Indeks kepuasan masyarakat

yang bersih Indeks persepsi Korupsi
Jumlah kasus KKN
Temuan pemeriksaan
Prosentase pengaduan yang ditindaklanjuti
Pelaporan kinerja, dll
Dan lain-lain

A /————"—

Ay




pengukura-n' kinerja adalah proses
ntuk mengetahui tingkat keberhasilan dan kagan KEMalUan pencapaian tujuan, yakn
Jntuk mengukur kualitas dan efisjens;
produktivitas, ketepatan waktu dan hasil-hasi| lai

Terdapat berbagai macam metode inerj
scorecard, Malcolm Baldridge dan fajn.| Pengukuran Kinerja seperti Sig Sigma, Balance

: aan ain. Organisas; ili
sendirl kerangka pengukuran Kinerjanya sesyai %en;:?fgiﬁg_t&f:_';'znga; Eingembangkan
Pengukuran capaian kinerja dalam oo

yakni dengan cara membandingkan antar
kinerja yang telah ditetapkan sebelumnya

Proses pengukuran Kinerja pada dasarn
1. Identifikasi kKinerja yang diukur;
2. Memilih alat ukur yang digunakan;
3. Menetapkan target yang hendak dicapai;
(Ketiga langkah ini sudah dilakukan pada saat perencanaan)
4. Menetapkan sistem pengumpulan data kinerja;
5. Melakukan pengumpulan data kinerja;
6. Mengukur Kinerja;
7. Melakukan evaluasi dan analisis atas kinerja;
8. Menyimpulkan.

nnya.

aSlStem AKIP adalah pengukuran yang sederhana
rencana dengan realisasi dari setiap indikator

ya mencakup hal-hal sebagai berikut :

Penghitungan capaian kinerja atas indikator input, output dan outcome menggunakan
dua rumus :

1. Apabila semakin besar realisasi berarti semakin baik kinerjanya (positif), atau sebaliknya
semakin kecil realisasi semakin buruk kinerjanya (negatif)

Rumus | Realisasi

R 2 sl x 100 %
Pendek Rencana

et produk yang dihasilkan 150 unit terealisasi 200 unit

Contoh : Indikator output tar X j
P gi anggaran yang dipersiapkan, sehingga terdapat hasi

dengan tidak melebih
ang optimum.

200
______ x 100% =133,33%

kin besar realisasi berarti semakin buruk

: Kebalikan dari kondisi diatas, apabila seman kecil realisasi semakin baik kinerjanya

kinerjanya (negatif), atau sebaliknya semakl
(Positif)

Rum.l‘j.s ~ | Rencana —(Realisasi—Rencana)

Panjang """"""""

Atau

_________
v o
- o

000,00 terserap Rp 9.000.000,00

an Rp 10.000 a. sehingga terdapat efisiensi.

Contoh :  Indikator input jumiah anggar@R " g cam

i u
untuk mendapatkan sejumlah outp

P
edOn-,\ L _Lzlifae Iﬁllﬂrja///-



-

_____________________
---------
.......

Pada saat ini hal yang umum diterapkan adala -

Input menggunakan rumus panjang, kar isaa
@ jumlah anggaran yang disediakan; ena realisasi Peényerapan akan selalu dibawah

~output menggunakan rumus pendek, ;
; barang/jasa yang dihasilkan; karena sebagian besar output berupa produk

c. Outcome dapat menggunakan rumus

i ok endek i -
kondisi yang diinginkan, apakah bermak?wa positi;11 a;at:Eunnegp:;;Jang e 0 oo

contoh : 1. Realisasi > Target =
Target pendapatan
menggunakan rumu

baik.atau Realisasi < Target = buruk
1 milyar tgrlampaui menjadi 1,2 milyar, maka dengan
S pendek diperoleh capaian kinerja 120%
2. Realisasi > Target = buruk atau Realisasj < Target = baik
Jumlah kasus penyakit menular ditargetkan 10 kejadian, pada kenyataannya

terjadi 15 kasus, maka dengan mengqgun i i
capaianiKinerals0%, ggunakan rumus panjang diperoleh

Jika saja yang terjadi 8 kasus maka hasilnya 120%. Rumusannya sama
J dengan Target/Realisasi x 100%.

Secara agregat, capaian kinerja indikator dari masing-masing kegiatan dirata-rata
menggunakan rumus;

I Nilai Kegiatan
Nilai Capaian Kinerja =

I n kegiatan

Hasil pengukuran kinerja masing-masing kegiatan dan sasaran dituangkan dalam
Form PKK (Penukuran Kinerja Kegiatan) dan Form PPS (Pengukuran Pencapaian Sasaran).

Contoh matrik Pengukuran Kinerja Kegiatan (PKK):
PENGUKURAN KINERJA KEGIATAN TAHUN ........

|Astansiy sz o a2
I LN
| Misi NI T Ket
¥ Progr i i tuan | Target | Realisasi | % clelaggay
| gram | Kegiatan | Indikator | Sa g Pencapaian
1 1 Input :
Output
Outcome :
------- g-————_—'—’———_———'__———_—__
|12 G | e

' PPS):
Contoh matrik Pengukuran Pencapaian Sasaran (

SASARAN TAHUN ...
RAN PENCAPAIAN
Instang; PENGUKU

Misi ......................

iSi RS S bo o e Keterangan

TN v e | lisasi /Q

NQ S .................. - - Target Rea aian

asaran Indikator Kinerja Pencap
] ___________-L—/
e S
s | /—f—"/ =

p ;
' Cri_  arreeoriid e



pe Nilai dibawah 55 urang f1a adalah sebagai berikut
Nilai > 55s/d70 . cukup
N‘!laﬁ > 70 s/d 90 : baik
Nilai > 90 . sangat baijk

indi : n
kegiatan- Indikator outcome dijadikan sebagai t
sasaran sebab indikator outcome lebih m

cegiatan daripada indikator input maupun indik

~ Pada suatu ketika seringkali terjadi
kebijakan-ket_)ijakan. pem_erintah daerajr]_ Szaﬁgggagi-lgfrg:s;zg ﬁrrllgrguﬁp si%r_liﬁk?n atas
tidak semestmya dubandlngkan._Leblh penting dari sekedar melihat bjera :ni)ae] St at.?”,
yang diperoleh adalah bagaimana substansi - pencapaian/kinera Sas o
misi/sasaran. Sehingga untuk mendapatkan manfaat dari penyusunan LApr?IS sa;alag
melakukan evaluasi dan analisis atas target dan realisasi dari indikator yang telah diten?u:ai

B. EVALUASI DAN ANALISIS

; Evaluasi kinerja dapat digunakan untuk melihat perbedaan kinerja (gap) dari i
yang duh.arapkan dengan kenyataan yang terjadi. Hasil analisis danjev(gug)s,i Ietlzircwaraanlfuq
dapat digunakan s_ebagal umpan balik untuk mengetahui pencapaian implementasi
perencanaan strategis. Fungsi evaluasi adalah untuk mengetahui tingkat keberhasilan dan
kegagalan suatu organisasi dan memberikan masukan untuk mengatasi permasalahan yang
ada. Sedangkan keuntungan yang diperoleh antara lain untuk perbaikan perencanaan,
strategi, kebijakan; untuk pengambilan keputusan; untuk tujuan pengendalian
program/kegiatan; untuk perbaikan input, proses, dan output, perbaikan tatanan atau sistem
prosedur.

Evaluasi dan analisis capaian kinerja antara lain meliputi aspek akuntabilitas
keuangan, aspek ekonomi, efisiensi dan efektivitas.

1. Akuntabilitas Kinerja Keuangan mencakup pertanggungjawaban atas value of money yaitu
pengalokasian dan penggunaan sumberdaya secara ekonomis, efisien dan efektif.

n input secara cermat, hati-hati, hemat dan dapat

2. Aspek Ekonomi mencakup penggunaa h:
cara spesifik sebenarnya mencakup

berarti mengurangi biaya-biaya yang tidak perlu. Se

kajian atas : \

a. Perbandingan antara anggara

b. Perbandingan antara anggaran dan pengg

¢. Penggunaan dana secara maksimal. i
: ' atu kegiatan, perlu dilihat nilai per satuan

Untuk dapat melihat hemat atau tidaknya s gggunaan dalenhiia

output. Sehingga dalam pengukuran efisiensi pen ANé !
kE«‘giatan—kegiagt;e?n yang tida]gjadi dilaksanakan dan pengurangan nilai pada kegiatan yang

outputnya i ] s
dimiliki digunakan untuk memenuhi tuntutan majxtaurskﬁesr; fong berbaga pengeluaran
dan kuantitasnya. Rasio ekonom! digunakan Dengan kata lain menjawab

: syarakat.
yang digunakan untuk meme

quhi tuntutan masyate atau tidak.
Mengapa service itu ada apakah yang ingin dicapal, dibutuhkan
' ara berdayaguna. Dalam hal

input sec ;
ASpek Efisiensi berhubungan dengan penggunaz? f akni diperolehnya hasil keluaran
& mencakup perbandingan anta’a o ga;a’rﬂ;‘d;na serendah-rendahnya.
erda o o
Drod_uk tertgntu_depgan penggunaan sumbambarkan atau m_enganaI|S|s apakah |sr|1 ian
aslo Efisiensi digunakan untuk menggd nginkan dengan menggunaxan

: _ c1aci yang diingin’
Ualitas output spesifik sesual dengkélnhSSFI’Jer:';;I :i surslgbef yang digunakan dalam pelayanan
. Apaka

SUmber dana yang paling kecil umber itu dirubah menjad output.

'Qunakan secara efisien ketika sumber S e atau sasaran, yakni hasilguna
A o encapald’’ "=, atakan tentang berapa
SPek Efektivitas berhubungan dendat Fieygiitas tidal me;iylebih pada sejauhmana

a , i akan. : ta
4 Program/kegiatan yang dilaksan apai tujua’ ertentt, ncapai tujuan, maka
°Sar biaya yang dikeluarkan

n dan kebutuhan dana sebenarnya.
unaannya.

untuk menc anisasi berhasil Me

Pencapai ) : . Apabila suatu Of
paian tujuan itu sendir. P
L [\ 24
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rganisasi tersebut dapat dikatak ;
mgnginginkan_ pemerintahan dapat berjalan s e dengan efektif. Namun demikian
Aspek efektivitas adalah bagaiman :

and telah ditetapkan. Pengukura
antara output dan outcome.

Dalam

, evaluasi dan analjsis pada setiap i

inerja /nput dapat berupa kuantit )
i Sengsjgunaan input. LeEiel kualitasnya ataupun kehematannya dalam

o Kinerja proses dapat berupa frekuens;

rose i :
ketaatan terhadap standar/ketentuan c*IaIap hiatan, ketaatan terhadap jadwal dan

m melaksanakan.
3. Kinerja Output sama halnya dengan pengukuran kine

: o 1 e ra in ' '
kualitasnya dan efisiensi dalam menghasilkan oufput. Ja input yakni berupa kuantitasnya,

4. Kinerja OQutcome dapat berupa peningkatan kuantitas k [ isiensi
efektivitas, perubahan perilaku, pendapatan dan sebagainyal. A

5. Kinerja DampaK (benefit dan impact) adalah mengukur outcome-outcome yang lebih
makro, memberikan gambaran efek langsung maupun tidak langsung dan keterkaitan
antar outcome. Ukuran ini digunakan dalam kebijakan strategis yang lebih luas.

.UMPAN BALIK

Hasil evaluasi dan analisis kinerja secara keseluruhan akan sangat diperlukan untuk
melihat kesenjangan yang terjadi antara kinerja (kondisi) yang diharapkan dengan kinerja
(kondisi) nyata yang dicapai. Selanjutnya akan dihasilkan rekomendasi yang tepat dalam
rangka memicu tindakan yang diperlukan dan usul penganggaran pada periode berikutnya.

Melihat tujuan awal dari SAKIP yakni untuk meningkatkan kinerja, maka LA_KIP yang
akan dibahas pada bab berikutnya (Bab VI) haruslah LAKIP yang dapat menmgkgtkan
kinerja. Kelompokkan hal-hal yang harus mendapat prioritas perhat:an serta kemungkinan-
kemungkinan kondisi yang akan datang, kemudian rekomendasikan secara detail.

uncul sifatnya masih sangat umum, padahal

Seringkali rekomendasi yang m ; : ;
perma ih banyak pada hal-hal yang bersifat teknis, sehingga langkah
salahan, sebenamyajlchiibelisaly jawab permasalahan yang terjadi.

berikutnya yang diambil belum sepenuhnya dapat menj

Umpan balik itupun akan dapat memberi manfaat manakala : o
eferensi/acuan untuk meningkatkan kinerja.
dengan memperhatikan perkembangannya

2. Evaluasj dij nerus S
ilakukan secara terus me
Selama jangka waktu (periode) tertentu, utamanya pada perkembangan indikator outcome,

benefit dan impact.

1. LAKIP senantiasa digunakan sebagai r

- Memberikan perhatian lebih serius dalam hal capacin;kbuggggasﬁr:::yaapa@nﬁ
Menyangkut kualitas SDM, kesepahaman serta a?pek-asp P
N€gara seperti budaya kerja, reward and punishment.

k [\ 425




, LAPORAN KINERJA

Laporan kinerja berisi ringkasan
: i : ; te L
hasil yang dicapai dari masing-masing progrr];i;]g eluaran dari masing-masing kegiatan dan

Bentuk dan isi Laporan Kineria -
Anggaran sebagai berikut - Ja disesuaikan dengan dokumen Rencana Kerja dan
LAPORAN KINERJA
SKPD
TAHUN ANG
SKPD R R R B, GARAN......
Dungsi ' s Tt e
SUDIEUNGSI N e
m Program/Kegiata Belanja | Hasil/Keluaran
e n Anggara | Realisas | Rencan | Realisas | Satua | [eteranga
2 : l a i n !

~m

Kepgla SKPD selaku Pengguna Anggaran menyusun Laporan Kinerja dan
menyampaikannya kepada Walikota cq. Bagian Organisasi Setda selambat-lambatnya 2
(dua) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Khusus untuk kegiatan yang bersumber dana Dekonsentrasi/Tugas Pembantuan
Laporan Kinerja disampaikan setiap Triwulan kepada Walikota Cq. Bagian Pembangunan,
Gubernur maupun Kementerian yang menangani.

utnya dipergunakan sebagai bahan pertimbangan

Laporan Kinerja Tahunan selanj
merintah Daerah dan RAPBD tahun

bagi DPRD dalam membahas Pertanggungjawaban Pe
berikutnya.

B.LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP)

Set; ’ : . ewajiban menyusun dan menyampaifgan Iaporan
etiap instansi pemerintah berkewa| ungjawaban. Laporan Akuntabilitas Kinerja

:(r:r;?e:fsissgfgzriﬁgﬁ"a_,ii?:)g i;ﬁjzntrﬁzn?;::l?gg keberhasilan dan kegagalan ting.kat kinerja

yang dicapai secara jujur, obyektif, akurat dan transparan, dengan memperhatlka?n :

1. Erinsip lingkup penanggungjawaban. Hal-hal yang dilgporkan harus proporsional dengan
Imgkup kewenangan dan tanggung jawab masing-masing. . '

2 Prinsip Prioritas. Hanya mencakup hal-hal penting danj relevantibadiiRet SRS

keputusa ' lanjut
n dan upaya-upaya tindak lanjut. s O
3. Prinsip manfaat. Laporan harus mampu memberi manfaat bagl peningkatan Kinerja.

Laporan yang baik memiliki ciri-ciri relevaina.n
dimengerti, menarik, konsisten antar bagian,
arlaporan ditetapkan. .
yang ditetap 4an evaluasi, format

Untuk memudahkan pembanding@n tertentu bilamana

€n ;
minir?g??'kan penambahan-penambahan

dapat dipercaya/diandalkan,

t waktu, A ;
L etral, berdaya uji dan sesuai

lengkap, N

st
LAKIP:dibuat seragam tanpa

dibutuhkan. Format LAKIP

erdiri atas : Pa—
N—///’ L
o y
Unn.. e Kiner/d



T TR B R R S e

KHTISAR E*:S,EKUT(;F S L TR PROPORSI
Menyajikan tljuan c¢an sasaran yang tejan gt
|angkah-lgng y kg ela_h |d|lakukan serta iang'k g yang dihadapi,
Wyang akan terjadi. Isipatif terhadap
I PENDAHUL&AIN
Menyajikan hal-hal umum organisasi el 5-10%
dan fungsi. Janisasi serta uraian singkat tugas pokok
M RENCANA STRATEGIS
Gambaran singkat sasaran yang ingin dirai 25-35%
bersangkutan serta kaitanqya dengan visigdan r:]rizlihorgp:rﬂzas}ahun yang
Rencana Strategis : uraian singkat Renstra dari visi, misi, tuj
sasaran, kebijakan dan program instansi. : ' , tujuan,
Rencana Kinerja : terutama mengenai ke iatan-kegi
mencapai sasaran, indikator keberhasilan p%ncapaizilatan dalam rangka
IIl. AKUNTABILITAS KINERJA a5
Menguraikan hasil pengukuran kinerja, evaluasi dan analisis
akuntabilitas, termasuk keberhasilan dan kegagalan, hambatan/kendala
ermasalahan dan langkah-langkah yang diambil. '
Disajikan pula akuntabilitas keuangan serta hasil analisis aspek-aspek | 10-15%
kinerja.
V. PENUTUP 5—-10%
Kesimpulan dan rekomendasi
| LAMPIRAN

LAKIP disampaikan kepada Walikota Magelang selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan

setelah tahun anggaran berakhir, dengan tembusan kepada Inspektorat
Organisasi Setda.

dan Bagian

Pn,  gimorid /—_
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BAB v
EVALUAS| EKSTERNAL

pendayagunaan Aparatur Negara dan Inspektorat K
Tujuan Evaluasi tersebut adalah

Memperoleh infg_rmasi. tentang implementas; Sist =
; Menilai akuntabilitas kinerja SKPD : el

3, Memberikan saran perbaikan untuk peningkatan kinerja dan penguatan akuntabilitas SKPD.

Isu-isu penting yang diungkap melalui evaluasi antara ain -

1. Kesungguhan instansi pemerintah dalam menyusun peren inerj 3
e SIah bertokUS FadShasiE y p canaan kinerja apakah bebar

Pembangunan sistem pengukuran dan pengumpulan data Kinerja ;

Isi informasi kinerja dalam LAKIP ; '

Pengungkapan pencapaian kinerja instansi dalam LAKIP :

Monitoring dan evaluasi kinerja pelaksanaan program, khususnya program strategis instansi :
Pelaksanaan dan keterkaitan diantara seluruh komponen-komponen perencanaan kinerja

tersebut dengan penganggaran dan kebijakan pelaksanaan serta pengendaliannya ;
7. Tingkat akuntabilitas kinerja instansi.

Adapun komponen penilaian dan alokasi nilainya sebagai berikut :

No. Komponen Bobot Sub Komponen

1. | Perencanaan Kinerja 35% | Meliputi :

a. Renstra15%

b. Rencana Kinerja Tahunan 10 %

c. Dokumen Penetapan Kinerja 10 %

2. | Pengukuran Kinerja 20% | Meliputi: _

a. Indikator Kinerja 12 %

b. Sistem Pengumpulan Data Kinerja 8 %

3 Pela i i 15 % Meliputi ]

e : a. Pemenuhan Pelaporan 2 % '
Penyajian dan Pengungkapan Informasi

b inerja 10 % o

Pemanfaatan Informasi Kinerja 3 %

"‘—-_____ B— C'
4 e iputi :
Evaluasi Kinerja 10 % gne“ppelaksanaan Evaluasi 6 %

b. Pemanfaatan Evaluasi 4 %

\_\- . m
9 Capaian Kinerja 20 % gﬂe[l%glbaian output (Keluaran) 10 %
B b. Outcome (Hasi) 10 %
IHEOSASE 100 %

m Laporan Hasil Evaluasi (LHE)

la
tuangkan da a terkait dengan pengembangan

Hasil penilaian tersebut selanjutnya di

an : : . wenanganny: . 3 -
SAKQIP |sa;npa|kan kepada puhak;jplh;l? yi??ullze dijadikan rekomendasi/pertimbangan  bagi
Derbai‘;an erta SKPD yang dini

/peningkatan kinerja.

- // .28




BAB vII|
PENUTUP

gistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerint
rwujudan : ah (SAKIP) dib .
Jalam rangka pel; r ija g daper’tanggungjawaban pelaksanaan 'zu ;sa ngukn dan dlkembangkan
elolaan sumber daya d N pelaksanaan kebij gas pokok dan fungsi serta

engerintah- Setiap instansi pemerintah secara

: an
t,Lg:Jtikal dalam bentuk Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintahozi;\&?g) s . O

LAKIP berperan sebagai alat kendali. alat penilai kuali T -
_ e ualitas kinerja dan alat doron
erwujudnya Good Governance. Dalam perspektif yang lebih luas, LAKIP juga bisa difungsikan

i i rtanggungjawaban kepad i 3
ebagal media pe : pada publik. Semua it
;eran aktif seluruh lembaga pemerintahan maupun partisipasi mal;y;z?;ﬂu'(an dukungan dan

pedoman Penyusunan Dokumen Akuntabilitas  Kinerja Instansi Pemerintah ini
merupakan pedoman bagi se|ur.ul"1 SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Magelang dalam
penerapan SAKIP. Namun demikian pengembangan lebih lanjut oleh masing-masing pihak

dalam hal ini perlu terus di!akukan demi tercapainya tujuan dari .
peningkatan kinerja organisasi. ya ri penerapan SAKIP yakni

Harapannya adalah semoga dengan penerapan SAKIP ini pemerintah akan lebih mampu
menjawab secara cepat dan tepat pertanyaan-pertanyaan publik, serta dapat memenuhi
wuntutan masyarakat demi tercapainya kebaikan lahir maupun batin.

WALIKOTA MAGELANG

Ay

H. FAHRIYANTO
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